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PRESIDEN MEMEGANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN

Kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Presiden sebagaimana diatur dalam Undang undang Dasar Pasal 4 ayat (1):
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar’.

Sebagai kepala pemerintahan Presiden memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara berdasarkan Pasal 6 ayat (1)
Undang-undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara, yaitu : “ Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan
pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan” . Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan
yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus.

“

Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan
kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang
dipisahkan, serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian
negara/lembaga yang dipimpinnya. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada
hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan
lembaga pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan.

Di lingkungan lembaga negara, yang dimaksud dengan pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas
pengelolaan keuangan lembaga yang bersangkutan. Dalam kaitan ini, di Lembaga Legialatif (DPR-RI) yang bertanggung
jawab atas pengelolaam keuangan negara adalah Sekretaris Jenderal sebagai pimpinan Lembaga (Sekretariat Jenderal)
DPR-RI
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DPR MEMEGANG KEKUASAAN

MEMBENTUK UNDANG UNDANG

Amandemen Undang-undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (1): “Dewan Perwakilan Rakyat memegang
kekuasaan membentuk undang-undang’. Pasal 20 A ayat (1) Amandemen kedua UUD 1945 menyatakan

bahwa : “ Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi,fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan “.

UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, Pasal 69 : DPR mempunyai fungsi: legislasi; anggaran; dan
pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk
mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Fungsi Legislasi, dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku
pemegang kekuasaan membentuk undang-undang, fungsi
anggaran, dilaksanakan untuk membahas dan memberikan
persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap
rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh
Presiden, dan fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan
atas pelaksanaan undang-undang dan APBN
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KEWENANGAN PENGENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA

Secara konstitusional hanya Undang-undang tentang APBN yang tidak dapat diinisiasi oleh DPR. Hal ini dinyatakan
secara tegas dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (2), bahwa : “Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan
belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah’. Pemerintah yang diberi tugas melaksanakan Pengelolaan APBN.

Penyusunan dan pelaksanaan anggaran termasuk pertanggungjawaban penggunaan
anggaran di lingkup DPR dilakukan melalui pendelegasian wewenang kepada unit
organisasi yang dilaksanakan pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan, yaitu
Sekretaris Jenderal. Pendelegasian kekuasaan pengelolaan keuangan Negara dari
Presiden kepada Sekretaris Jenderal tidak secara penuh, artinya tidak termasuk
wewenang untuk pembentukan kebijakan pengelolaan keuangan Negara, karena Sekretaris
Jenderal hanya sebagai pengguna anggaran dan barang/jasa.

DPR tidak dapat menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan anggaran di
lembaganya sendiri, karena kewenangan tersebut berada pada Menteri Keuangan. Namun
demikian, sesuai UU MD3, DPR diberikan kewenangan Menyusun Peraturan DPR tentang
Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran DPR. Selain itu, BURT juga dapat menyusun
standar biaya khusus (SBK) dan mengajukannya kepada pemerintah untuk dibahas
Bersama.
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MEKANISME PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN DPR-RI

1. Pimpinan DPR bersama dengan BURT menetapkan Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran DPR (AKUPA) pada
setiap tahun yang selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Jenderal untuk dilaksanakan.

2. Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Sekretariat Jenderal berdasarkan AKUPA menyusun rencana kerja dan anggaran
disampaikan kepada BURT untuk dikompilasi menjadi usulan anggaran DPR. Fraksi mengusulkan anggaran melalui
Sekretaris Jenderal.

3. Pimpinan BURT dapat mengundang Pimpinan Fraksi untuk melakukan pembahasan usulan anggaran Fraksi yang
disampaikan melalui Sekjen.

4. BURT melakukan kompilasi dan sinkronisasi usulan anggaran yang disampaikan oleh AKD dan Sekretariat Jenderal,
termasuk usulan anggaran Fraksi.

5. BURT melakukan pembahasan hasil kompilasi dan sinkronisasi anggaran dengan Pimpinan AKD dan Sekretariat
Jenderal.

6. BURT melakukan pembahasan bersama dengan Badan Anggaran terhadap Rancangan Anggaran DPR berdasarkan
usulan AKD dan Setjen.

7. BURT dapat mengundang Pemerintah untuk memberikan masukan terhadap Rancangan Anggaran DPR sebelum
dilaporkan dalam rapat paripurna.

8. BURT menyampaikan Laporan Rancangan Anggaran DPR dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan menjadi Usulan
Anggaran DPR.

Alur Perencanaan dan Penganggaran DPR-R/ dapat dilihat pada halaman berikutnya

E‘ﬁ.
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3. Dapat mengundang Unsur

Pimpinan Fraksi ( Ps 90 ayat (1)
hurufc) Fraksi menyampaikan usulan anggarannya melalui Setjen

PIMPINAN
FRAKSI

2. Usulan Anggaran SETJEN & FRAKSI (Ps.90 Ayat(1)b)
BANGGAR

6. Rancangan Anggaran
disampaikan ke BANGGAR

dilakukan pembahasan (92) 5 SEKRETARIAT
Ps.92 Ayat (1) PIMPINAN 1. Arah, Kebijakan ; JENDERAL DPR

Umum & Strategi Ri
Pengelolaan

Anggaran DPR
(Ps.90Ayat(1)a)

PEMERINTAH [SAss

2. Usulan Anggaran AKD  (ps. 90 Ayat (1) b)

7. Dapat mengundang Pem .utk
memberikan masukan
Ps. 92 Ayat (2)

3

4. Kompilasi & Sinkronisasi Usulan Anggaran DPR dari AKD, Fraksi & SETJEN (Ps. 90 Ayat (1) d)

PARIPURNA

5. Pembahasan hasil kompilasi & sinkronisasi dengan Pimpinan AKD & SETJEN (Ps.90 Ayat(1)e)

8. BURT menyampaikan Laporan Pembahasan Sumber : UU MD3 dan Tatib DPR
Usulan Anggaran utk ditetapkan Ps. 92 Ayat (3) ;_ml »
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%ﬁf PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PENGAWASAN ANGGARAN DPR

AU AN s Sekretaris Jenderal selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, menyusun laporan
keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas
Laporan Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Sebagai entitas pelaporan, laporan keuangan DPR tersebut sebelumnya telah diperiksa
BPK dan diberi opini atas laporan keuangan.

Laporan Keuangan DPR telah memperoleh opini WTP 11 kali dari BPK-RI. Opini Badan
Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai
kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang
didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi
pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara di DPR secara intern dilakukan oleh Inspektorat Utama melalui
Audit, Reviu, Pemantauan, dan Evaluasi serta Kegiatan Pengawasan lainya yang penekanannya berfungsi
sebagai Quality Assurance dan Consulting. Sementara itu secara ekstern, Laporan Keuangan DPR diperiksa oleh
BPK Rl setiap tahun.
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